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ABSTRACT

The construction of toll roads is the government’s effort to access society.
One of them is Yogyakarta-Bawen Toll Road. The land acquisition has step like
inventorying and identifying. The implemantation of the activities in the area have
a problem must be resolved. This research is purposed to know the
implementation and problems of inventory and identification.

The methode used in this research is qualitative with an empirical and
descriptive normative. Primary data was collected using observation and interview
with informants meanwhile secondary data is document studies related to inventy
and identify land acquition object.

The research results showed that the implementation of inventory and
identification in Kebumen dan Pingit Village complied with Permen ATR/ Ka.
BPN No. 19 of 2021. The problems are shortage of files, inheritance land
disputes, changes the name of applicant, the landowners can’t contact and
different domination, lost certificates and no rights bases, sale and purchase, lack
of plants and buildings, and differences in area. The solusions are establish
communication and coordination between the implementation team, apply to court
for consignment, return to owner’s name on certificate, visit andowner directly,
report to police and land office related the missing certificate, complete the file
and returned to the first owner, recalcutate the file, using the measurement area.

Keywords : Land acquisition, Inventory and Identification, constraint
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur yang merata di semua aspek merupakan
salah satu indikator untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di
Indonesia. Pembangunan infrastruktur adalah upaya pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai keseimbangan pembangunan
nasional dengan adanya fasilitas yang dapat digunakan oleh semua lapisan
masyarakat. Pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan ekonomi
masyarakat, salah satunya yaitu pembangunan jalan tol (Sudirman, 2014).
Eksistensi jalan tol dapat mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat
yang tinggi karena dapat mengurangi kemacetan dan menghemat waktu
perjalanan.

Kebutuhan pembangunan jalan tol sebagai jalan baru hampir
sepenuhnya memerlukan tanah baik tanah milik masyarakat maupun tanah
lainnya. Untuk mendapatkan tanah masyarakat yang akan dimanfaatkan untuk
pembangunan infrastruktur diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal
tersebut dijelaskan bahwa hak atas tanah dapat dicabut untuk kepentingan
umum atau kepentingan bangsa dan negara dengan cara memberikan ganti
rugi yang layak sesuai peraturan yang berlaku. Mekanisme yang dapat
dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai pihak yang memerlukan
tanah yaitu dengan cara musyawarah pemberian ganti kerugian atau biasa
disebut dengan pengadaan tanah.

Pengadaan tanah merupakan suatu cara memperoleh tanah dengan
membayar ganti kerugian pada pihak yang menyerahkan atau melepaskan
tanah, tanaman, bangunan, dan benda lainnya di atas tanah. Pengadaan tanah
dilakukan karena terbatasnya persediaan tanah untuk pembangunannya
sehingga untuk mendapatkannya dilakukan dengan pemberian ganti kerugian

pada pihak yang berhak (Sitorus, Sitepu and Sauni, 1995). Kegiatan ini
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membutuhkan keaktifan dari instansi yang memerlukan tanah dan masyarakat
pemilik tanah (Utomo,2020). Dalam rangka untuk memperoleh tanah
masyarakat tersebut pemerintah telah mengatur melalui Undang-Undang No. 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum.

Proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen termasuk dalam
pengadaan tanah jaringan Jalan Tol Trans Jawa dengan panjang + 75.82 Km
yang melintasi Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Rencana pembangunan
Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sudah dilakukan pada tahun 2019 yang ditandai
dengan penyusunan Review Feasibility Study (FS). Pembangunan jalan tol ini
dilakukan oleh PT. Jasa Marga Jogja Bawen (JJB) selaku Badan Usaha Jalan
Tol (Rko, 2022). Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen diharapkan
dapat menjadi salah satu pendukung aksesibilitas membangun Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional Candi Borobudur serta wisata lainnya (Kencana,
2022). Jalan Tol ini akan melewati 4 kabupaten/kota, 13 kecamatan, dan 62
desa/kelurahan yang terbagi menjadi 6 seksi. Salah satu daerah yang dilewati
proyek jalan tol ini adalah Kabupaten Temanggung yang terdapat pada seksi
IV dan V.

Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah
yang termasuk wilayah yang belum berkembang secara pesat dibandingkan
daerah lainnya. Kabupaten ini memiliki bentang alam berupa gunung dan
dataran tinggi. Selain itu, daerah ini menjadi salah satu sentra tembakau dan
kopi. Adanya pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan
peluang investasi untuk pembangunan daerah dan meningkatkan
perekonomian masyarakat sekitar. Lokasi pembangunan Jalan Tol
Yogyakarta-Bawen 11 di Kabupaten Temanggung melewati satu kecamatan
yaitu Kecamatan Pringsurat terdiri dari 2 (dua) desa yang meliputi Desa
Kebumen dan Desa Pingit.

Terdapat 175 bidang di Kabupaten Temanggung yang menjadi objek
pembangunan jalan tol. Sebagian besar tanah yang terkena pembangunan
adalah tanah pertanian dan pemukiman. Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-
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Bawen Il diterima baik dan terbuka oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan
masyarakat sangat menginginkan perubahan dan bergerak aktif dalam
membangun daerah untuk menyambut kemajuan dan kehidupan yang lebih
baik di daerah Temanggung (Alfath, 2022).

Adanya perbedaan karakteristik, tantangan dan hambatan dalam
pelaksanaan pengadaan tanah di setiap wilayah sangat mempengaruhi
kelangsungan dari proses pengadaan tanah. Kegiatan pengadaan tanah tidak
dapat dijalankan sendiri oleh pemerintah namun juga harus ada peran
masyarakat didalamnya. Dalam kegiatan pengadaan tanah saat ini merujuk
pada UU No. 2 Tahun 2012 kemudian terdapat beberapa perubahan dalam UU
No. 11 Tahun 2020 sebagaimana telah dicabut dan tidak berlaku berdasarkan
Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 dan ditetapkan
dengan layak Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Dalam Peraturan
Cipta Kerja, Pengadaan Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19
Tahun 2021 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN
No. 19 Tahun 2021. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan
Tol Yogyakarta Bawen dimulai setelah dikeluarkannya PP No. 19 Tahun
2021 yang disahkan pada tanggal 2 Februari 2021. Hal ini berdasarkan pada
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang terbit pada tanggal 7 April
2021 yang kemudian di revisi pada tanggal 12 November 2021 terkait dengan
peraturan yang digunakan. Pelaksanaan pengadaan tanah di lapangan sudah
berdasarkan pada peraturan yang berlaku tidak menjamin dapat terlaksana
dengan tuntas dan baik meskipun sudah sesuai dengan dengan prosedur dan
tahapan yang telah ditentukan. Selain itu, pengadaan tanah sebagai Proyek
Strategi Nasional juga dibatasi target waktu pembangunan sehingga tahapan
dalam pengadaan tanah seolah-olah terburu-buru hingga tidak maksimalnya
pelaksanaan. Hal ini menimbulkan adanya penyimpangan terkait kesesuaian
antara pelaksanaan dengan peraturan. Kegiatan pengadaan tanah dalam
pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak seperti kantor pertanahan, instansi
terkait, pemerintah desa yang ikut andil di dalamnya dan masyarakat yang

tanahnya terkena proyek pembangunan.



Tahap pengadaan tanah terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu tahap
perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Setiap tahapan
tersebut memiliki mekanisme sendiri namun untuk penelitian ini difokuskan
kepada tahap pelaksanaan terkait dengan inventarisasi dan identifikasi yang
sangat menarik untuk diteliti. Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi
dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai data fisik dan data yuridis
bidang tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol. Pelaksanaan
kegiatan inventarisasi dan identifikasi tidak hanya dilakukan oleh pihak
Kantor Pertanahan namun juga melibatkan instansi pemerintah lainnya yang
bertujuan membantu tugas BPN.

Proses inventarisasi dan identifikasi antara Desa Kebumen dan Desa
Pingit memiliki karakteristik beda baik dari masyarakat maupun perangkat
desa. Sebanyak 175 bidang tanah yang menjadi objek pengadaan tanah sudah
dilakukan inventarisasi dan identifikasi objek tanah. Dalam pelaksanaannya di
lapangan, kegiatan tersebut pasti terdapat kendala yang harus dicari solusinya
untuk memperlancar pelaksanaan pengadaan tanah. Kendala yang ditemukan
dalam penelitian ini meliputi kekurangan berkas, sengketa tanah waris,
perubahan nama pihak yang berhak, adanya pemilik tanah yang tidak dapat
dihubungi dan pemilik berbeda dominasi, sertipikat hilang dan tidak terdapat
alas hak, jual beli, kurangnya jumlah tanaman dan bangunan, dan perbedaan
luas. Adanya kendala dalam proses pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi
menjadikan beberapa bidang belum clear and clean ketika pengumuman hasil
inventarisasi.

Pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol
dan kendala yang beragam pada tahap inventarisasi dan identifikasi di
Kabupaten Temanggung menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengkaji
permasalahan tersebut. Hal tersebut menjadi daya tarik peneliti dalam memilih
judul penelitian ini vyaitu Pelaksanaan Dan Problematika Dalam
Inventarisasi Dan Identifikasi Objek Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen Il Di Kabupaten

Temanggung.



B. Rumusan Masalah

Dalam pengadaan tanah selalu merujuk pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, namun kenyataan di lapangan tidak selalu sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Pengadaan tanah yang terdiri dari 4 (empat)
tahapan dimana setiap tahapannya terdapat pihak-pihak yang terkait dan
proses yang berbeda setiap daerahnya karena perbedaan karakteristik. Baik
karakteristik wilayah maupun orangnya. Dalam tahap pelaksanaan terdapat
bagian kegiatan inventarisasi dan identifikasi objek tanah.

Dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah dilakukan
melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang serta
pengumpulan data masyarakat yang berhak dan objek pengadaan tanah. Data
tersebut tidak hanya dikumpulkan oleh pihak Kantor Pertanahan saja, tetapi
juga melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dalam pelaksaanaan di
lapangan terdapat kendala yang ditemui selama proses inventarisasi dan
identifikasi. Hal tersebut menjadi dasar penulis untuk merumuskan masalah
sebagai berikut yaitu pelaksanaan pengadaan tanah di setiap tahapan dan
kendala yang terdapat pada tahap inventarisasi dan identifikasi objek
pengadaan tanah.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, peneliti merumuskan
pertanyaan penelitian secara lebih detail sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tahap inventarisasi dan identifikasi objek
pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen |1 di
Kabupaten Temanggung?

2. Apayang menjadi kendala dalam tahap inventarisasi dan identifikasi objek
pengadaan tanah dan bagaimana upaya yang ditempuh untuk

mengatasinya?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi objek
pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen 1l
di Kabupaten Temanggung.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam tahap
inventarisasi dan identifikasi objek serta upaya yang ditempuh untuk
mengatasi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademik

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bahan kajian
penelitian dan pengembangan pengetahuan terkait dengan
pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.

b. Kegunaan Praktis
1) Menjadi masukan dan sumber referensi bagi pelaksana pengadaan

tanah khususnya Kementerian ATR/BPN sebagai ketua pelaksana

dalam menyelesaikan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum baik di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional maupun
universitas lainya telah banyak dilakukan. Untuk menguji rencana penelitian
ini dengan penelitian sebelumnya maka perlu dianalisis perbedaannya.
Sebagai bukti atas kebaruan penelitian ini, maka dilakukan perbandingan
dalam kajian literatur.

Untuk mengetahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya, maka dilakukan perbandingan dengan penelitan serupa
sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal-hal yang
diperbandingkan meliputi nama peneliti, tahun penelitian, judul penelitian,
lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Hasil analisis

terlampirkan dalam tabel 1 sebagai berikut:



Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No | Nama Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Hasil Penelitian
Tahun Penelitian
1 2 3 4 5 6
1. | Ismi Problematika Memahami kegiatan Kualitatif | Problematika inventarisasi dan identifikasi pada
Khoirunisa Inventarisasi dan inventarisasi dan deskriptif | Jalan Tol Pejagan-Pemalang yaitu:
Identifikasi dalam identifikasi Jalan Tol dan 1. Patok batas bidang tanah yang belum
e Tahap Pelaksanaan Pejagan-Pemalang di Yuridis terpasang. Upaya yang dilakukan adalah
Pengadaan Tanah Tegal dan terdapat empiris memasang patok bidang dengan dihadiri
Jalan Tol Pejagan- kendala yang tidak dapat tetangga yang bersebelahan.
Pemalang Di selesai dalam waktu 30 2. Inventarisasi ketika musim hujan menjadi
Kabupaten Tegal hari. kendala saat hujan turun.
3. Kesadaran masyarakat yang rendah terkait

peralihan hak secara yuridis.




Tabel 1 (lanjutan hal 7)

No | Nama Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode vHasil Penelitian
Tahun Penelitian
1 2 3 4 5 6
2. | Pramitha Pengadaan Tanah Memahami terkait Kualitatif | 1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk
Ratnaning Untuk Pembangunan pelaksanaan Jalan Tol | Normatif pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai
Putri Jalan Tol Pekanbaru- Pekanbaru-Dumai di | 45 dilakukan dengan merujuk pada PP No. 36
2018 Dumai Di Kota Kota Pekanbaru dan Empiris Tahun 2005 dan UU No. 2 Tahun 2012.

Pekanbaru Dan
Kabupaten Siak,
Provinsi Riau

Siak.

Memahami
permasalah dan
penyelesaian pada
pelaksanaan
pengadaan tanah

2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan

pengadaan tanah untuk kepentingan umum
adalah :

a. Pengadaan tanah yang berada diatas tanah
hak pakai yang diberikan kepada PT. CPI.

b. Terdapat tanah dan bangunan milik
masyarakat diatas tanah hak pakai PT.CPI
yang merupakan tanah negara.

c. Pengadaan tanah berada di kawasan hutan.

d. Kawasan hutan yang dikuasai masyarakat.

3. Penyelesaian kendala yang dilakukan yaitu:

a. Alih status lahan dari Kementerian
Keuangan menjadi milik Kementerian
PUPR.

b. Memberikan ganti kerugian pada
bangunan atau tanaman yang berada
diatas tanah

c. Menggunakan skema pinjam pakai
kawasan hutan




Tabel 1 (lanjutan hal 8)

Kauman, Polanharjo,
Klaten

Klaten.

2. Memahami

permasalahan & solusi
dalam pelaksanaan
pengadaan tanah untuk
pembangunan Jalan Tol
Solo Yogya

No | Nama Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Hasil Penelitian
Tahun Penelitian
1 2 3 4 5 6
3. Rachma Zaini | Pelaksanaan Membahas pelaksanaan | Yuridis . pelaksanaan pengadaan tanah Jalan tol Kulon
Winarda Pengadaan Tanah dan kendala pengadaan | empiris Progo Yogyakarta-Solo pada Kabupaten
Untuk Pembangunan | tanah bagi pembangunan Boyolali menggunakan UU No 2 Tahun 2012.
2021 Jalan Tol Yogyakarta- | jalan tol Kulon Progo Tahap pelak_sanaan terdiri dari 5 tahapan.
i ; . Kendala ketika pelaksanaan pengadaan Jalan Tol
Solo di Kabupaten Yogyakarta-Solo di Kulon Progo Yogyakarta-Solo adalah:
Boyolali (Studi Kasus | Wilayah Boyolali Tahun a. Banyaknya sertifikat tanah yang menjadi
Pembangunan Jalan 2020. agunan.
Tol Kulon Progo b. Perbedaan perhitungan ganti rugi antara
Y ogyakarta-Solo) pemerintah degan masyarakat.
c. Perebutan pembagian harta warisan oleh ahli
waris.
4. Zalfa Dhea Pelaksanaan 1. Memahami Hukum . Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Tol
Fairuz Shofi Pengadaan Tanah pelaksanaan pengadaan | empiris Solo Yogya belum merujuk pada UU No 2
Untuk Jalan Tol Solo- tanah Jalan Tol Solo- Tahun 2012 karena tidak terdapat musyawarah
2022 Yoava Di Daerah Yogya di Daerah Kualitatif penetapan besaran ganti kerugian.
gya Di Daera . o
Kauman, Polanharjo, deskriptif Permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan

tanah untuk Jalan Tol Solo-Yogya di daerah

Kauman, Polanharjo, Klaten adalah :

a. Tidak ada musyawarah dalam penetapan
ganti kerugian

b. Terdapat masyarakat yang tidak sepakat
dengan besaran ganti kerugian.




Jalan Tol Yogyakarta
Bawen |1 Di
Kabupaten
Temanggung

Bawen I di
Kabupaten
Temanggung
berdasarkan Permen
ATR/Ka BPN No. 19
Tahun 2021.

Untuk mengetahui
kendala dan solusi
dalam tahap
inventarisasi dan
identifikasi objek
pengadaan tanah.

No | Nama Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Hasil Penelitian
Tahun Penelitian
1 2 3 4 5 6
5. Hanifah Pelaksanaan Dan Untuk  mengetahui | Kualitatif Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi
Rahma Problematika Dalam pelaksanaan Deskriptif objek pengadaan tanah untuk pembangunan
Marista Inventarisasi Dan inventarisasi dan | gan Jalan Tol Yogyakarta Bawen Il di Kabupaten
: o) e identifikasi objek . Temanggun ang telah mengacu pada
Prastyani L)deenrg;];:::% ?\J:: pengadaan tarj1ah g;g?;:f Peratur%?] h%len¥erigATR/Ka. BP?\I Nop19.
2023 untuk pembangunan Tahun 2021.
Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Kendala yang terdapat dalam tahap

inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan
tanah serta upaya penyelesaiannya adalah:

a. Kekurangan berkas.
b. Sengketa waris.
c. Perubahan nama pihak yang berhak.

d. Pemilik tanah yang tidak dapat dihubungi
dan kepemilikan tanah absente.

e. Sertipikat hilang dan tidak terdapat alas
hak.

f. Jual beli.

g. Kekurangan tanaman  dan

bangunan.

jumlah

0T




h. Perbedaan luas antara alas hak dan hasil
pengukuran.

Sumber : Data Hasil Pengolahan Peneliti
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1. Penelitian Ismi Khoirunisa melalui skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional dengan judul “Problematika Inventarisasi dan ldentifikasi dalam
Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Pejagan-Pemalang Di
Kabupaten Tegal” pada tahun 2017. Penelitian ini mengkaji tentang setiap
tahapan dalam pengadaan tanah mulai dari tahap perencanaan hingga
pelaksanaan serta kendala berupa patok batas bidang tanah yang belum
terpasang, intensitas hujan yang tinggi, belum adanya kesadaran masyarakat
terkait peralihan hak secara yuridis. Berdasarkan analisis komparasi tersebut
diketahui bahwa antara penelitian Hanifah Rahma MP (2023) dengan Ismi
Khoirunisa terdapat perbedaan yang signifikan, karena penelitian yang
dilakukan oleh Hanifah Rahma dilakukan di Kabupaten Temanggung yang
mengacu pada Permen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2019 dan kendala berbeda
yang dihadapi.

2. Penelitian Pramitha Ratnaning Putri melalui skripsi Universitas Gadjah Mada
dengan judul “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-
Dumai Di Kota Pekanbaru Dan Kabupaten Siak, Provinsi Riau” pada tahun
2018. Penelitian ini menkaji tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk
pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dilakukan dengan mengacu pada
PP No. 36 Tahun 2005 dan terdapat kendala berupa tanah dan bangunan milik
masyarakat diatas tanah hak pakai PT. CPIl. Berdasarkan hasil komparasi
tersebut diketahui bahwa antara penelitian Hanifah Rahma MP (2023) dengan
Pramitha Ratnaning Putri terdapat perbedaan yang signifikan, karena
penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Rahma mengkaji secara khusus
tentang pelaksanaan dan kendala dalam inventarisasi dan identifikasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rachma Zaini Winarda melalui jurnal dengan
judul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol
Yogyakarta-Solo di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan
Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo)” pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji
tentang pelaksanaan pengadaan tanah Jalan tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo
pada Kabupaten Boyolali mengacu pada UU No 2 Tahun 2012 dan terdapat
kendala terkait dengan banyaknya sertifikat tanah yang menjadi agunan,

12



perbedaan perhitungan ganti rugi antara pemerintah dengan masyarakat, dan
perebutan pembagian harta warisan oleh ahli waris. Berdasarkan hasil
komparasi tersebut diketahui bahwa antara penelitian Hanifah Rahma MP
(2023) dengan Rachma Zaini Winarda terdapat perbedaan yang signifikan,
karena penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Rahma mengkaji secara khusus
tentang pelaksanaan dan kendala dalam inventarisasi dan identifikasi.

4. Penelitian Zalfa Dhea Fairuz Shofi tahun 2022 melalui skripsi Universitas
Sebelas Maret dengan judul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol
Solo-Yogya Di Daerah Kauman, Polanharjo, Klaten”. Peneliti menyatakan
bahwa Pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol Solo Yogya di Daerah
Kauman, Polanharjo, Klaten belum mengacu Undang-Undang No 2 Tahun
2012 karena tidak ada musyawarah penetapan besaran ganti. Berdasarkan
hasil komparasi tersebut diketahui bahwa antara penelitian Hanifah Rahma
MP (2023) dengan Zalfa Dhea Fairuz Shofi terdapat perbedaan yang
signifikan, karena penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Rahma mengkaji
secara khusus tentang pelaksanaan dan kendala dalam inventarisasi dan
identifikasi.

Komparasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian
terdahulu telah memperlihatkan adanya perbedaan yang mendasar terutama dalam
hal materi kajiannya, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.
Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengkaji terkait dengan
penerapan UU Nomor 2 Tahun 2012 pada proses pelaksanaan pengadaan tanah
yang sedang berlangsung dan kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan
pengadaan tanah. Penelitian ini akan menyajikan tentang pelaksanaan
inventararisasi dan identifikasi serta kendala yang ditemukan dalam kegiatan
tersebut dan upaya yang ditempuh untuk menghadapi kendala yang ada. Selain
itu, lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan
dilakukan di Kabupaten Temanggung sedangkan penelitian sebelumnya berada di
lokasi yang lain. Perbedaan lokasi memungkinkan adanya perbedaan karakteristik,
tantangan, dan hambatan yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam
pelaksanaannya.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan

dan permasalah yang dikaji maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Inventarisasi dan ldentifikasi objek pengadaan tanah untuk
pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen Il di Kabupaten Temanggung
setiap tahapnya telah mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No
19 Tahun 2021. Pelaksanaan pengadaan tanah telah dilaksanakan sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Inventarisasi dan identifikasi dilakukan
oleh Satgas A dan B. Satgas A membidang data fisik terkait dengan
pengukuran trase dan bidang objek pengadaan tanah. Sedangkan Satgas B
membidangi data yuridis terkait dengan administrasi pertanahan. Hasil dari
inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah adalah Peta Bidang
Tanah dan Daftar Nominatif.

2. Kendala yang terdapat dalam tahap inventarisasi dan identifikasi objek
pengadaan tanah serta upaya penyelesaiannya adalah:

a. Kekurangan berkas berupa kekurangan Surat Keterangan Waris, Alas
hak dan SPPT PBB, Kartu ldentitas, Surat Keterangan Beda Nama,
Surat Kematian dan surat jual beli, tanda tangan pemohon.

Upaya penyelesaian: Dilakukan komunikasi dan koordinasi antara
pemilik tanah, pihak desa, dan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk
melengkapi berkas yang dibutuhkan.

b. Sengketa waris antara pihak waris yang tanahnya belum dibagikan
oleh sang pewaris.

Upaya penyelesaian: Masuk dalam pengadilan karena sudah tidak bisa
di mediasi serta uang ganti kerugian dititipkan di pengadilan.

c. Perubahan nama pihak yang berhak karena perolehan tanah
Upaya penyelesaian: Permohonan pihak yang berhak diatasnamakan
ahli waris atau dikembalikan keatas nama pemilik yang ada didalam

alas hak.
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d. Pemilik tanah yang tidak dapat dihubungi dan beda domisili
Upaya penyelesaian: Domisili pemilik tanah yang tidak dapat
dihubungi masih dekat maka pihak PPK turun langsung untuk mencari
tanda tangan berkas sedangkan pemilik tanah yang beda domisili dapat
dikuasakan ke keluarganya kecuali pada saat pembayaran ganti rugi.

e. Sertipikat hilang dan tidak terdapat alas hak
Upaya penyelesaian: Melapor kepada pihak kepolisian dan kantor
pertanahan terkait dengan sertipikat hilang. Terkait dengan bidang
tanah yang tidak terdapat alas hak dapat dibuatkan Surat Penyataan
Penguasaan Fisik.

f. Jual beli yang hanya ditandatangani oleh salah satu pemilik serta jual
beli dibawah tangan yang sertipikatnya hilang
Upaya penyelesaian: Mediasi antar pihak untuk mengetahi penyebab
kurangnya tanda tangan dan berkas dilengkapi dengan tanda tangan
ahli waris sedangkan jual beli bawah tangan kepemilikan dikembalikan
kepada pemilik awal karena jual beli dibawah tangan tidak memiliki
kekuatan hukum.

g. Kekurangan jumlah tanaman dan bangunan
Upaya penyelesaian: Dilakukan penghitungan ulang dan didampingi
pemilik tanah.

h. Perbedaan luas antara alas hak dan hasil pengukuran
Upaya penyelesaian: Memberikan penjelasan kepada pihak yang
bersangkutan terkait penyebab perbedaan luas dan luas yang digunakan

adalah luas hasil pengukuran.

B. Saran
1. Hendaknya dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi

memperhatikan jumlah personil dengan luas bidang seperti halnya pada
satgas B dari Dinas Pertanian yang dirasa kurang karena sebagian besar
tanah yang terkena objek pembangunan jalan tol adalah tanah pertanian.

Hal ini mengakibatkan adanya bidang tanah yang tanamannya masih
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kurang. Selain itu, perlu diperhatikan lagi terkait dengan personil yang
diturunkan kelapangan yang seharusnya personil dengan usia produktif
atau muda yang lebih cermat dan teliti dalam penghitungan di lapangan.
Pelaksanaan penghitungan tanaman dilapangan seharusnya diberi tanda
seperti di cat, hal ini bertujuan untuk mengetahui tanaman mana yang
sudah dilakukan perhitungan untuk menghindari kekurangan jumlah
tanaman.

Dalam pelaksanaan pengukuran seharusnya Pelaksana Pengadaan Tanah
menyediakan nomor untuk memberikan tanda pada setiap bidanganya.
Nomor tersebut digunakan menandai bidangan dengan cara mengambil
foto antara objek dengan subjek tanah. Hal ini untuk mempermudah dalam
proses pemberian nomor urut bidang serta sinkronisasi data antara data

yuridis dengan data fisik.
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